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ABSTRACT 

Problems/Background (GAP): The implementation of this local government policy 

needs to be re-evaluated to see what factors are the obstacles and challenges in 

handling waste generation in Bengkulu City and what steps will be chosen by the 

Government in dealing with waste, especially plastic-based waste which causes 

waste generation. regional trash. Purpose: to find out how the implementation of 

local government policies in waste management in Bengkulu City, the inhibiting 

and supporting factors for the implementation of local government policies in waste 

management, as well as the efforts of the Bengkulu City regional government 

regarding the implementation of local government policies in waste management. 

Method: The research method used is descriptive qualitative research with an 

inductive approach to design observations and data collection is done through 

observation, interviews and documentation as observation designs in this study. 

The research design used is implementation theory, namely communication, 

resources, dispositions, and bureaucratic structures. Results: The research results 

show that the successful implementation of the waste management policy is: 1) The 

implementation of local government policies on waste management has been 

implemented properly and in accordance with the ongoing regulations but the 

waste management process has not been effective and maximal; 2) The supporting 

factors are the belief and enthusiasm of each TPS 3R employee; 3) The local 

government's efforts to implement local government policies on waste management 

carry out outreach to the entire community, recruit the community and generate 

value-added waste management innovations. Conclusion: Implementation of waste 

management policies as a whole has been good but there are still obstacles. 
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ABSTRAK 

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan pemerintah 

daerah ini perlu dievaluasi kembali untuk melihat faktor apa yang menjadi 

hambatan dan tantangan dalam penanganan timbulan sampah di Kota Bengkulu dan 

langkah apa yang akan dipilih oleh Pemerintah dalam menangani sampah terkhusus 

sampah berbahan plastik yang mengakibatkan timbulan sampah daerah. Tujuan: 

untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, faktor penghambat dan pendukung 

implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, serta upaya 

pemerintah daerah Kota Bengkulu terkait implementasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam pengelolaan sampah. Metode: Metode penelitian yang digunakan 

yaitu penlitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif menjadi desain 

pengamatan dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi sebagai desain pengamatan dalam Penelitian ini. Desain Penelitian 

yang digunakan adalah teori implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu: 1) 

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah teilah 

teirlaksana deingan baik dan seisuai deingan reigulasi yang beirjalan namun proseis 

peingeilolaan sampah beilum eifeiktif dan maksimal; 2) Faktor pendukungnya yaitu 

adanya keyakinan dan semangat dari para tiap pegawai TPS 3R; 3) Upaya 

pemerintah daerah agar implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

pengelolaan sampah ini melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, 

melakukan perekrutan kepada masyarakat dan memunculkan inovasi pengelolaan 

sampah yang bernilai guna. Kesimpulan: Implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah secara keseluruhan telah baik akan tetapi masih terdapat kendala. 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sampah 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan untuk mengurangi timbulan sampah 

sebanyak 30 persen pada tahun 2025 mendatang demi mewujudkan Kota 

Bengkulu menjadi Kota yang sehat, bersih dan rapih. Target ini guna mewujudkan 

Kota Bengkulu yang bersih dari sampah sehingga masyarakat yang bermukim di 

Kota Bengkulu tentu akan merasa nyaman dan terhindar dari berbagai macam jenis 

penyakit yang mungkin saja dapat terjadi yang dipicu oleh buruknya kebersihan di 

lingkungan sekitar pemukiman masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan sampah dengan baik akan 

cenderung menangani permasalahan sampah dengan caranya sendiri. Ada yang 



 

 

dibakar, ditimbun, atau malah dibuang ke sungai yang akan menimbulkan dampak 

negative kerusakan lingkungan dan banjir pada musim penghujan dikarenakan 

terhambatnya aliran air, sehingga diperlukannya evaluasi dan peningkatan sarana 

dan prasarana pengelolaan sampah agara dapat mengurangi timbulan sampah 

dengan signifikan dan juga seluruh penduduk di Kota Bengkulu dapat terlayani 

dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa permasalahannya terletak pada pengelolaan yang kurang efektif sehingga 

masih terjadi timbulan sampah di Kota Bengkulu, sehingga penulis akan 

mengambil langkah Penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA 

BENGKULU PROVINSI BENGKULU”. 

 

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) 

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam pengelolaan sampah ini. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat 

merupakan salah satunya. Masih ada warga yang menganggap sampah itu barang 

yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Dana yang masih kurang menjadi 

permasalahan berikutnya. Dalam implementasi kebjiakan ini terdapat permasalahan 

kesulitan untuk mendapatkan dana karena dana yang dianggarakan tidak 

mencukupi kebutuhan di lapangan. Permasalahan dana yang kurang akan 

berdampak pada sarana dan prasarana yang kurang mendukung untuk menjalankan 

pengelolaan sampah. 

 

1.3 Penelitian Terdahulu 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Sulthon Neagara (2018, 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) melakukan penelitian dengan 

judul “implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan 

Kebersihan”. Penelitian ini menggunakan variabel implementasi dengan lokus di 

Kelurahan Tanah Kali Kendiding, Kecamatan Kenjeraan, Kota Surabaya. 

Persamaan peneliti dengan Mohammad Sulthon Neagara ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota 

Bengkulu, faktor penghambat dan pendukung Implementasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam pengelolaan sampah, serta upaya pemerintah daerah agar 

implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah berjalan 

dengan baik. Strategi pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini ialah 

metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif induktif. 

Metode penelitian ini dimulai dengan penemuan fakta-fakta kongkrit empiris, 

kemudian peneliti akan mendeskripsikan keadaan objek sasaran, sistem pemikiran, 



 

 

dan hubungan antar fenomena untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini 

juga, peneliti menggunakan teori George C. Edwards III. 

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuliarto Mokodompis, Markus Kaunang, 

Ventje Kasenda (2019, Universitas Sam Ratulangi) melakukan sebuah penelitian 

mengenai “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado”. 

Variabel yang digunakan variabel implementasi dan lokus berada di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Manado. Persamaan peneliti dengan Yuliarto 

Mokodompis dkk berada pada lokus yang sama yaitu pada Dinas Lingkungan 

Hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif induktif. Dalam 

penelitian ini, Peneliti menggunakan teori Edward III serta peneliti menyimpulkan 

dimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado sudah 

berjalan dengan baik, akan tetapi masa mengalami kendala sedikit yaitu kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk memahami setiap aturan dalam kebijakan pengelolaan 

sampah. 

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dyna Maryanti Tahupiah, Joyce. J. Rares, 

Martha Ogotan (2015, Universitas Sam Ratulangi) melakukan sebuah penelitian 

mengenai “Pengaruh Implementasi Sistem Pengelolaan Sampah Terhadap 

Peningkatan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten 

Minahasa Selatan”. Variabel yang digunakan variabel pengaruh dan lokus berada 

di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Persamaan peneliti 

dengan Dyna Maryanti Tahupiah, dkk yaitu sama-sama memaparkan faktor 

penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan 

jenis penelitian korelasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survei. Peneliti menggunakan teori Singarimbun serta peneliti 

menyimpulkan Implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebersihan lingkungan pemukiman masyarakat, 

khususnya di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. 

 

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah 

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian 

terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisa 

implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota 

Bengkulu Provinsi Bengkulu untuk mengatasi berbagai permaslahan pengelolaan 

sampah dan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, dengan menggunakan 

indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan 

pendapat dari Edward III dimana mengemukakan bahwa indikator yang digunakan 



 

 

untuk mengukur implementasi kebijakan terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, 

Disposisi, dan Struktur Birokrasi.  

 

1.5 Tujuan 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang 

menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam 

Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi 

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota 

Bengkulu. 

3. Untuk mengetahui upaya dari pemerintah Daerah Kota Bengkulu agar 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di 

Kota Bengkulu berjalan dengan baik. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

induktif untuk mendapatkan data tentang implementasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Keterangan mengenai alasan 

atau sebab fenomena bisa terjadi dengan cara mendalami teori yang sesuai dengan 

kejadian-kejadian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam pengelolaan sampah. Dalam metode ini diperlukan teknik 

pengumpulan data atau informasi mengenai fenomena masalah yang akan diteliti, 

analisis data dan cara dalam menemukan data-data dari fakta yang ada di lapangan. 

Penulis mengumpulkan data melauli observasi, wawancara, dokumentasi dan 

triangulasi gabungan. Penulis melakukan wawancara terhadap 10 orang informan. 

Dimana pengemumpulan data yang ada berdasarkan teori Edward III dimana 

mengemukakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi 

kebijakan terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan 

Sampah di Kota Bengkulu 

Penulis menganalisis dan mengumpulkan data berdasarkan teknik wawancara 

dengan perspektif teoritis dengan menggunakan teori implementasi oleh Edward III 

dikarenakan teori Edward III menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam 

implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota 

Bengkulu dan ditemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kurang maksimalnya 

tahapan implementasi kebijakan pmerintah dalam pengelolaan sampah. Sesuai 



 

 

dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang didalamnya terdapat 4 

(empat) dimensi yang digunakan untuk menilai implementasi, yaitu: 

 

1. Komunikasi 

Komunikasi yang dimaksud adalah antara dinas lingkungan hidup Kota 

Bengkulu deingan masyarakat beirupa sosialisasi dan peinyampaikan antar 

Leimbaga peimeirintahan baik dari atas kei bawah ataupun seibaliknya,seirta 

dari peimeirintah keipada masyarakat itu seindiri dalam hal pengelolaan 

sampah meirupakan faktor peinting dalam meindukung teirciptanya kota 

bengkulu yang bersih dan bebas dari sampah. 

2. Sumber Daya 

Sumbeir daya manusia dalam impleimeintasi kebijakan pemerintah daerah 

dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu meirupakan para aktor 

impleimeintor yang meilakukan peingeilolaan teirhadap proseis keibijakan 

peingelolaan sampah. Seidangkan sumbeir daya finansial yang di maksud 

disini seidikit teirbatas kareina sumbeir daya finansial hanya beirpatok 

teirhdapar peiraturan peimeirintah dan peiraturan Meinteiri dalam neigeiri 

maka pada tiap tahunya ada keimungkinan dana yang didapatkan dan diseirap 

tidak seisuai deingan keibutuhan di lapangan. 

3. Disposisi 

Disposisi meirupakan karakteirisitik yang beirsifat pribadi dan dimiliki oleih 

masing-masing impleimeintor keibijakan yang beirisi nilai-nilai 

komitmein,deimokratis, disipilin, jujur, reispeik, taat aturan dan karakteirisitk 

positif yang meindukung suatu impleimeintasi keibijakan. Tindakan atu peirilaku 

teirseibut dapat beirupa peineirimaan ataupun peinolakan dari para peilaksana 

teirhadap suatu keibijakan. 

4. Struktur Birokrasi 

Adapaun hal yang dapat meiningkatkan kineirja struktur birokrasi keiarah yang 

leibih baik deingan meilakukan Standard Opeirational Proceidureis (SOP) dan 

Fragmeintasi.SOPs adalah suatu standar yang diteitapkan agar dalam 

peilaksanaan keigiatan seisuai deingan apa yang di harapkan seibeilumnya. 

Seidangkan Fragmeintasi adalah upaya peinyeibaran tanggungjawab keigiatan 

atau aktivitas pada peigawai diantara beibeirapa unit keirja. 

 

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu 

Adapun beberapa faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah 

dalam Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu yaitu: 

1. Adanya kesadaran masyarakat untuk terus peduli terhadap lingkungan 

2. Ketekunan dari masing-masing petugas dari TPS 3R 



 

 

3. Adanya semangat yang dimiliki petugas TPS 3R 

4. Adanya budaya gotong royong  

5. Adanya respon yang baik dari warga sekitar 

Adapun beberapa faktor penghambat kinerja Bappelitbang Kabupaten Katingan 

yaitu: 

1. Masih ada warga yang menganggap sampah itu barang yang tidak bermanfaat 

atau tidak berguna 

2. Dana yang masih kurang 

 

3.3 Upaya pemerintah Daerah Kota Bengkulu agar Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu 

berjalan dengan baik 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat Implementasi 

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah yaitu berupa: 

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Bengkulu agar mereka terbiasa 

untuk melakukan pemilahan sampah serta memanfaatkan sampahnya kembali, 

sehingga mereka pun bisa mengajak orang lain lagi atau minimal mengelola 

sampahnya sendiri. 

2. Melakukan perekrutan bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota TPS 3R 

secara konsistensi dan senantiasa dilakukan secara seksama. 

3. Dalam suatu kegiatan dibutuhkannya modal, modal digunakan untuk dapat 

menjalankan suatu kegiatan yang ada. 

 

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa pada penelitian ini penulis 

melaksanakan implementasi kebijakan suatu organisasi yang mana terdapat suatu 

kebijakan sebagai bahan evaluasi pada pembuatan kebijakan selanjutnya seperti 

yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidu Kota Bengkulu. 

 

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya  

Penulis menemukan faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah 

dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu ini yakni masih ada warga yang 

menganggap sampah itu barang yang tidak bermanfaat atau tidak berguna dan dana 

yang kurang. 

 

IV. KESIMPULAN  

Dari pembahasan hasil Penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah 

daerah tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 



 

 

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di 

Kota Bengkulu teilah teirlaksana deingan baik dan seisuai deingan reigulasi yang 

beirjalan namun proseis peingeilolaan sampah beilum eifeiktif dan maksimal. Hal 

ini diseibabkan oleih beibeirapa keindala yang dialami oleih peimeiritah baik dari sisi 

sarana dan prasarana yang masih kurang, SDM yang belum memadai dan dana 

yang seilalu fluktuatif beirubah-ubah tiap tahunnya, masyarakat yang masih 

teirlalu nyaman deingan keibiasan lama tidak membuang sampah pada tempatnya. 

 

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu yaitu,   

a. Faktor pendukungnya yaitu seperti adanya keyakinan dan semangat dari 

para tiap pegawai TPS 3R ini dengan tiada hentinya mensosialisasikan 

kepada masyrakat untuk dapat memilah sampah sebelum dibuang dan tidak 

membuangnya sembarangan. 

b. Faktor penghambatnya meliputi kurang inisiatif atau gerakan langsung yang 

dilakukan masyarakat. Dalam hal ini dimaksudkan kebanyakan masyarakat 

masih bersifat pasif terhadap sampah. Selanjutnya, masalah pemikiran 

masyarakat yang perlu diubah tentang sampah yang tidak memiliki nilai 

ekonomis dan tidak berguna. Dan permasalahan dana yang kurang sehingga 

membuat sarana dan prasarana menjadi kurang lengkap. 

 

3. Upaya pemerintah Daerah Kota Bengkulu agar Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah ini melakukan sosialisasi 

kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu, melakukan perekrutan kepada 

masyarakat dan memunculkan inovasi pengelolaan sampah yang bernilai guna. 

 

Keterbatasan Penelitian: 

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana peneliti 

hanya diberikan waktu 15 hari untuk mengindentifikasi permasalahan di lapangan 

serta membuat solusi akan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu dikarenakan 

waktu penelitian yang singkat peneliti keterbatasan untuk mejangkau ruang lingkup 

penelitian yang lebih luas dalam mengindentifikasi permasalahan yang terkait 

implemntasi kebiakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota 

Bengkulu. 

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari masih awalnya 

temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan 

penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan 

pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Hal ini diperuntukan agar 

permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan 

kebijakan pengelolaan sampah. 
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